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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya menciptakan peluang untuk 
dikembangkannya Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal, efisien dan tepat waktu di 
lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertumbuhan kebutuhan informasi mengenai pertanahan 
yang lebih mudah diakses yang diminta oleh masyarakat (penerima kebijakan) dan pemerintah (pembuat 
kebijakan) meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Pengguna data dan informasi dewasa ini sangat kritis 
terhadap penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Realitasnya ditemui kendala terkait belum 
tuntasnya pemetaan bidang tanah. Bidang tanah yang sudah terpetakan baru sekitar 44,5%. Sistem 
Informasi Pertanahan Partisipatif diusulkan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat 
untuk dapat terlibat langsung dalam tahapan pemetaan bidang tanah. Pelibatan masyarakat selain 
menjamin berkurangnya sengketa, juga diharapkan untuk percepatan pemetaan bidang tanah. Tujuan yang 
hendak dicapai naskah ini adalah untuk merangkum isu-isu terbaru mengenai SIP-P untuk pemetaan bidang 
tanah dan mengembangkan skema konsepsual untuk panduan penelitian yang lebih mendalam. 
Pendalaman tinjauan literatur menghasilkan skema konsepsual SIP-P untuk pemetaan bidang tanah. Hal-hal 
yang terangkum di dalam skema konsepsual: sistem informasi yang telah ada, pendekatan partisipatif, 
kontrol kualitas dan usulan alur kerja pemetaan bidang tanah menggunakan platform SIP-P. 
 
Kata kunci: Sistem informasi pertanahan partisipatif (SIP-P), pendekatan partisipatif, pemetaan bidang 
tanah, pendaftaran tanah 
ABSTRACT 
The development of information technology and its supporting infrastructure create opportunities for the 
development of a more reliable and efficient Land Information System in the National Land Agency (Badan 
Pertanahan Nasional/BPN). Communities demand of land-related information have increased significantly. 
Users are more critical of providing good land information services. The reality is that there are problems 
related to the unfinished land mapping. The land parcels already mapped were about 44.5%. A proposed 
Participatory Land Information System (P-LIS) create more opportunities for people to be directly involved in 
the land mapping activities. Community involvement will reduced disputes, and hopefully also accelerate 
land parcel mapping. Aims of this paper is to summarize the latest issues on P-LIS for land parcel mapping 
and to develop a conceptual scheme for more in-depth research guides. An extensive literature review 
carried out produced a conceptual scheme for the future research: P-LIS for land parcel mapping. The items 
summarized in the conceptual scheme are: existing information systems, participatory approaches, quality 
control and workflow of participatory land parcel mapping. 
 
Keywords: Participatory land information system (P-LIS), participatory approach, land parcel mapping, land 
registration
PENDAHULUAN 
Pengelolaan data dan informasi pertanahan 
yang baik memiliki peran penting dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional 
berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi salah satu 
bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan 
yang baik (good governance). Pemerintahan yang 
baik merupakan salah satu pilar pendukung 
pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, 
lingkungan dan sosial (Williamson et al., 2010), 
sehingga pengelolaan data dan informasi 
pertanahan yang baik mendukung terwujudnya 
pemerintahan yang baik dan tujuan pembangunan 
nasional berkelanjutan. 
Tugas pemerintah di bidang pertanahan di 
Indonesia, yang meliputi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran 
tanah, survei, pengukuran dan pemetaan 
sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 20 
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tahun 2015, merupakan tanggung jawab 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). 
Pemetaan bidang tanah, sebagai bagian dari 
rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, 
memegang peranan penting dalam membangun 
data pertanahan untuk terlaksananya penguatan 
administrasi pertanahan. Peta yang dihasilkan 
dari kegiatan pemetaan bidang tanah memiliki 
peran strategis dalam upaya menjamin kepastian 
penguasaan dan pemilikan tanah dan mendukung 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
pertanahan (Tuladhar, 2004). Penatakelolaan 
data dan informasi spasial dengan menggunakan 
peta berbasis bidang tanah memiliki tingkat 
kedetailan yang lebih tinggi dan lebih akurat 
dibanding peta berbasis kawasan. Informasi 
berbasis peta tersebut berguna untuk berbagai 
keperluan yang melibatkan analisis spasial.  
Peta berbasis bidang tanah diperlukan untuk 
mendukung aktivitas perencanaan dan 
pengawasan yang melibatkan analisis spasial, 
antara lain: (1) pengawasan penggunaan tanah 
(Bin et al., 2014; Mustofa & Nugraha, 2013), (2) 
perencanaan tata guna tanah dan tata ruang 
wilayah (Drake, 1992; Lu, 2001; Stone & Norman, 
2006), (3) pemodelan spatio-temporal dalam 
Sistem Informasi Pertanahan (Heo, 2001), (4) 
pengawasan pasar tanah, bank tanah dan tanah 
sebagai jaminan kredit  (Hermosilla et al., 2012), 
dan (5) pengawasan lingkungan (McMullen, 
2002). Hasil pemetaan bidang tanah 
menghasilkan informasi pertanahan yang 
bermanfaat untuk mendukung aktivitas 
pendaftaran tanah, perpajakan, penataan ruang, 
dan manajemen kebencanaan (multi-purposes 
land information).  
Laju sertipikasi bidang tanah adalah sekitar 
1,7 juta bidang tanah per tahun (Kementerian 
ATR/BPN, 2014a). Kondisi tersebut 
memungkinkan pemetaan bidang tanah dengan 
metode konvensional di seluruh wilayah Indonesia 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu antara 32 
s.d. 42 tahun sesuai yang ditunjukkan dalam 
Tabel 1.  
Tabel 1. Laju penyelesaian sertipikat  tanah. 
Tahun Jumlah Bidang 
Tanah Terdaftar 
Rerata 
sertipikasi per 
tahun 
1960-2001 28.687.240 
1.736.511 
s.d. 2003 31.034.775 
s.d. 2005 33.299.903 
s.d. 2007 39.023.491 
s.d. 2009 42.184.907 
s.d. 2011 44.532.850 
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 
(2014a). 
Tujuan yang hendak dicapai naskah ini 
adalah untuk merangkum isu-isu terbaru 
mengenai SIP-P untuk pemetaan bidang tanah 
dan mengembangkan skema konsepsual untuk 
panduan penelitian yang lebih mendalam. Skema 
konsepsual yang diusulkan akan berlaku sebagai 
panduan penelitian di masa mendatang. Untuk 
menerjemahkan skema konsepsual tersebut perlu 
dikembangkan desain alur kerja pemetaan 
partisipatif. 
METODE 
Naskah ini disusun dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Secara sistematis dilakukan 
tinjauan pustaka dari berbagai sumber. Berdasar 
uraian pada bab pendahuluan dikembangkan dua 
pertanyaan penelitian, yakni: (1) bagaimanakah 
model skema konsepsual dan (2) bagaimanakah 
desain alur kerja pemetaan bidang tanah 
partisipatif. Berikut skema tahapan penyusunan 
naskah ini (Gambar 1). 
Persiapan:
Mengumpulkan data 
(buku, laporan, paper dan 
peraturan terkait)
Tinjauan Literatur:
pengembangan sistem 
informasi di BPN, 
pendaftaran tanah, 
pemetaan bidang tanah, 
pendekatan partisipatif 
dan kualitas data spasial
Skema konsepsual SIP-P 
untuk pemetaan bidang 
tanah
Alur kerja pemetaan 
bidang tanah partisipatif
Selesai
 
Gambar 1. Skema tahapan penyusunan naskah. 
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 
di Badan Pertanahan Nasional 
Sistem Informasi (SI) menurut O’Brien dan 
Marakas (2011) adalah “kombinasi yang 
terorganisir atas sumberdaya manusia, perangkat 
keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, 
sumber data, kebijakan dan prosedur yang 
berurusan dengan proses penyimpanan, 
pengambilan/pemanfaatan, perubahan dan 
penyajian informasi dalam suatu organisasi”. 
Fungsi dan peran SI dalam suatu organisasi 
adalah untuk mendukung pengambilan keputusan 
(level manajer utama), mendukung pengawasan 
dan membantu kegiatan analisis permasalahan 
(level manajer menengah), dan membantu 
menyederhanakan kompleksitas kebijakan 
organisasi sehingga mudah dipahami dan 
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membantu menciptakan produk baru/ level 
operator (Askenäs & Westelius, 2003; Laudon & 
Laudon, 2007; O’Brien & Marakas, 2011).  
Sejarah pengembangan Sistem Informasi 
Pertanahan (SIP) di Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) ditandai dengan penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proyek 
komputerisasi sistem layanan pertanahan pada 
tahun 1997 (Kementerian ATR/BPN, 2015). 
Implementasi dilakukan secara bertahap, diawali 
12 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahun 1997, 
hingga kuartal akhir tahun 2014 telah 
diimplementasikan di 396 dari seluruh 451 Kantah 
di Indonesia (Kementerian ATR/BPN, 2014b). 
Perbaikan sistem terus menerus dilakukan 
sebagai respon adanya dinamika internal dan 
eksternal. Awal implementasi penerapan TIK di 
BPN masih mengadopsi pemrograman berbasis 
desktop. Saat ini aplikasi layanan pertanahan 
telah dibangun dengan pemrograman berbasis 
web. Program-program komputerisasi yang 
diterapkan di BPN secara kronologis dapat ditulis 
sebagai berikut: LOC, SAS, KKP-Desktop, Geo-
KKP dan KKP-Web, lini masa bisa dilihat pada 
Gambar 2.  
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 
Komputerisasi layanan pertanahan dimulai 
tahun 1997 dengan implementasi LOC atau 
komputerisasi kantor pertanahan (Badan 
Pertanahaan Nasional (BPN), 2005). LOC 
dikembangkan bersama antara Indonesia (BPN) 
dan Spanyol (CIMSA). LOC menyerap dana 
sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga 
fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B (CIMSA Ig 
AIE, 2015). 
LOC menggunakan perangkat lunak 
pengelola basisdata spasial Smallworld yang 
merupakan aplikasi spasial buatan General 
Electric. Smallworld memiliki karakteristik: mampu 
mengelola basisdata spasial, berorientasi objek, 
dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang 
memerlukan data spasial, berteknologi Java 
dengan memanfaatkan DBMS Oracle Spasial 
(General Electric, 2014). 
Mengakomodir kondisi khusus beberapa 
Kantah, dibangunlah aplikasi SAS. Aplikasi ini 
dibangun sebagai bentuk sederhana dari Apikasi 
Layanan Informasi Pertanahan, seperti yang 
diusulkan Mustofa & Aditya (2009). 
Aplikasi SAS bisa dijalankan dengan satu 
komputer sebagai server dan beberapa komputer 
client. Instalasi jaringan tidak terlalu rumit bahkan 
bisa berjalan dengan baik dengan model 
hubungan peer to peer atau jaringan lokal 
sederhana dengan bantuan switch hub yang 
ekonomis. SAS dinilai tepat dan efisien untuk 
Kantah dengan dukungan sumberdaya yang 
terbatas.  
Pada akhir masa kontrak CIMSA di tahun 
2009, LOC telah diimplementasikan 325 kantor 
yang tersebar di seluruh Republik Indonesia di 
tiga tingkat, yaitu: Kantor Pusat, 27 Kantor 
Wilayah Provinsi dan 297 Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota (CIMSA, 2015). 
Segera setelah masa kontrak dengan CIMSA 
berakhir pada tahun 2009, dimulai perombakan 
atas sistem, aplikasi dan basisdata. Perombakan 
ditandai dengan diadopsinya Land Administration 
Domain Model (LADM, ISO-19152) sebagai 
struktur inti basisdata, penggunaan arsitektur 
aplikasi N-Tier, antarmuka pengguna berbasis 
web, basisdata terpusat di Kantor Pusat BPN RI, 
perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan 
secara mandiri dan satu basisdata untuk data 
tekstual dan spasial (Kementerian ATR/BPN, 
2015). Nama berubah dari LOC menjadi KKP. 
Proses pengembangan KKP dilalui dalam 
etape-etape: implementasi awal (KKP-Desktop), 
penambahan fitur geo-referensi (Geo-KKP) dan 
aplikasi berbasis web (KKP-Web). KKP-Desktop 
merupakan bentuk implementasi awal KKP yang 
dimulai dengan aplikasi layanan pertanahan yang 
dibangun dengan menggunakan pemrograman 
berbasis desktop, sehingga dikenal sebagai KKP-
Desktop. Komunikasi antara Kantor Pertanahan 
(Kantah) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 
BPN melalui sambungan internet antara server 
Kantah dan server Pusdatin BPN. Komunikasi 
data antara server Kantah dengan PC workstation 
diselenggarakan melalui jaringan LAN Kantah. 
Proses sinkronisasi data Pusdatin dengan Kantah 
dilakukan periodik. Skenario sinkronisasi periodik 
sangat sesuai dengan kondisi jaringan internet 
yang beragam di berbagai Kantah. Penggunaan 
server lokal memungkinkan berbagai inovasi 
pemanfaatan basis data pertanahan berkembang 
di level Kantah.
1995 20152005
Pra LOC         LOC 1a - 2b
Persi
apan 
LOC
SAS
    KKP Desktop
Geo KKP
KKP Web
202020102000
 
Gambar 2. Lini masa sejarah SIP di BPN. 
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Sebagai contoh perancangan aplikasi berbasis 
web services untuk kemudahan pelaksanaan 
tugas PPAT (Mustofa & Aditya, 2009) dan 
perancangan peta online untuk pemetaan 
partisipatif (Malasari & Aditya, 2010), pernah 
dilaksanakan.  
Perawatan server Kantah yang tersebar di 
berbagai Kabupaten/Kota memerlukan usaha 
yang besar. Menimbang kelemahan ini maka 
Pusdatin BPN mulai memikirkan kemungkinan 
migrasi ke aplikasi berbasis web. Sebelum 
bermigrasi ke aplikasi berbasis web, dibangun 
Geo-KKP yang merupakan program lanjutan dari 
KKP-Desktop. Implementasi Geo-KKP bertujuan 
menyediakan informasi spasial bersama dengan 
infromasi yuridis atau tekstual dalam suatu 
referensi sistem koordinat (Badan Pertanahan 
Nasional (BPN), 2011c). Arsitektur sistem tidak 
mengalami banyak perubahan.  
Aplikasi Geo-KKP memicu digitalisasi seluruh 
peta bidang tanah yang ada di kantah-kantah. 
Sebagai alat kontrol kualitas maka dicanangkan 
kualifikasi data pertanahan menurut Pusdatin 
BPN yang dikategorikan dalam enam kelas 
kualitas (Badan Pertanahaan Nasional (BPN), 
2011a). Tiga kelas teratas adalah KW1, KW2 dan 
KW3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan 
yang baik. Data kelas KW4, KW5 dan KW6 
dianggap masih belum layak dijadikan data 
pertanahan yang baik dan oleh karenanya perlu 
mendapat perhatian untuk perbaikan.  
KKP-Web dibangun sebagai jawaban 
mengatasi kelemahan aplikasi KKP-Desktop. 
Aplikasi berbasis web yang dibangun 
memudahkan  administrator KKP-Web dalam 
pemeliharaan dan perawatan aplikasi (Badan 
Pertanahaan Nasional (BPN), 2011). Hal ini 
dimungkinkan karena aplikasi berbasis web 
menggunakan satu pusat server yang mengelola 
input-processing-output aplikasi layanan 
pertanahan seluruh Kantah di lingkungan BPN 
(Gambar 3). 
Pemetaan Bidang Tanah 
Landasan hukum pemetaan bidang tanah di 
Indonesia adalah Undang-undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. Penjabarannya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian 
diganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Petunjuk 
pelaksanaan yang lebih detail dijelaskan dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 dan 
Petunjuk Teknis PMNA/KBPN 3/1998. 
Definisi pemetaan bidang tanah, 
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN, adalah kegiatan 
menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah 
secara sistematik maupun sporadik dengan suatu 
metode tertentu pada media tertentu seperti 
lembaran kertas, drafting film atau media lainnya 
sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat 
diketahui dari media tempat pemetaan bidang 
tanah tersebut. 
Pemetaan bidang tanah diselenggarakan 
sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah. 
Hasil dari pemetaan bidang tanah adalah peta 
bidang tanah. Pemetaan bidang tanah desa 
lengkap atau Pemetaan Desa Lengkap (PDL) 
berbasis bidang, merupakan pemetaan lengkap 
seluruh wilayah desa sebagaimana disebut dalam 
Peraturan Pemerintah PP 10/1961. 
Menimbang pentingnya pemetaan desa 
lengkap, dipandang perlu disusun peraturan yang 
memayunginya. Sejalan dengan maksud itu, 
Presiden Joko Widodo mengungkapkan 
dukungan penuh terhadap kebijakan “One map 
policy” (detik.com, 2017). Kebijakan satu peta 
hanya bisa diterapkan bila bidang tanah seluruh 
Indonesia lengkap dipetakan. Diterbitkan 
peraturan yang mengakomodasi pemetaan 
bidang tanah lengkap dengan mencanangkan 
proyek pendaftaran tanah sistematik lengkap atau 
lebih dikenal dengan singkatan PTSL 
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
ATR/Kepala BPN No. 1 dan direvisi dengan  
No. 12 tahun 2017.  
Server Aplikasi KKP
Server 
Basisdata KKP
Server Server
Basis
data
Basis
data
LAN/WAN
Services:
CariNoBerkas
InputSubyek
InputBerkas
Dll...
INTERNET
 
 
Gambar 3. Skema aplikasi KKP-Web (BPN, 2011; Busser & Wrazien, 2008) 
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Definisi PTSL, menurut peraturan tersebut di 
atas, adalah: “kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi 
semua obyek pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 
dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan 
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis 
mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 
tanah untuk keperluan pendaftarannya”. 
Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif 
Sistem Informasi Pertanahan merupakan 
perangkat untuk mendukung perencanaan, 
pembangunan dan pengambilan keputusan dalam 
bidang legal, administratif dan ekonomi. Elemen 
SIP terdiri dari (a) basisdata, data spasial 
berbasis bidang tanah yang bergeoreferensi dan 
(b) prosedur dan metode pengumpulan, 
pembaruan, pemrosesan dan distribusi data 
kepada pengguna menggunakan cara yang 
efisien (Dale & McLaughlin, 1999). Menurut 
kamus istilah ESRI, SIP merupakan SIG yang 
khusus berkenaan dengan pemetaan kadastral 
dan penggunaan tanah (ESRI, 2017). Sehingga 
bentuk hubungan SIP-P dengan SIG-P dapat 
diilustrasikan dalam Gambar 4. 
Sistem Informasi Geografis berkembang 
pesat seiring dengan kemajuan teknologi 
informasi. Sejak tahun 1990-an SIG bukan lagi 
barang baru dalam hal alat bantu analisis spasial 
yang digunakan secara luas oleh baik kalangan 
akademis maupun kalangan praktisi teknis 
(Burrough & Frank, 1994). Sementara itu, SIP 
berkembang di lingkungan surveyor dan lembaga 
pemetaan bidang tanah/kadastral (ESRI, 2017). 
Penggunaan istilah yang berbeda untuk objek 
yang nyaris sama cukup menimbulkan 
kebingungan. Seperti contoh, istilah SIG-P yang 
dimaksudkan untuk memperluas penggunaan SIG 
bagi masyarakat umum dan organisasi non 
pemerintah yang umumnya tidak dilibatkan dalam 
proyek-proyek SIG pemerintah (Ghose & Elwood, 
2003). 
 
 
SIP-P
SIG-P
 
Gambar 4.  Hubungan antara SIP Partisipatif  dengan 
SIG Partisipatif. 
Di lain kesempatan juga disebut sebagai 
Sistem Informasi Geografis Partisipasi Publik 
(SIG-PP) yang didefinisikan sebagai penggunaan 
SIG oleh masyarakat umum (publik) yang 
bertujuan untuk pelibatan warga dalam proses 
pengambilan kebijakan (Steinmann, Krek, & 
Blaschke, 2004). Demikian pula dengan istilah 
SIP-P yang berbicara dalam area diskusi yang 
sama dengan SIG-P dalam hal pelibatan publik. 
Letak perbedaan, sebagaimana taksonomi Dale 
dan McLaughlin di atas, ada pada cakupan area 
dan tingkat kedetailan informasi. Semestinya, di 
titik ini, penggunaan istilah SIP-P sudah jelas dan 
tidak menjadi masalah. 
Pendekatan Partisipatif 
Pendekatan partisipatif bertujuan untuk 
mendayagunakan komunitas dengan 
menyediakan bantuan dan dukungan untuk 
komunitas tersebut mengontrol pembangunan di 
lingkungannya. Sejarah perjalanan pendekatan 
partisipatif berbasis analisis spasial dalam 
memberdayakan masyarakat/komunitas diawali 
pada tahun 1980-an (Orban, 2011) yang 
merupakan etape terkini dari pendekatan berbasis 
partisipasi masyarakat yang diawali tahun 1960-
an di Amerika Serikat. Sebelum pendekatan 
berbasis spasial dikembangkan, muncul lebih 
dahulu apa yang disebut Rapid Rural Appraisal 
(RRA) yang menggalang forum diskusi dalam 
rangka menganalisis hasil pengamatan (survei) 
(Orban, 2011). Selanjutnya dikenal sebagai 
Participatory Rural Appraisal (PRA). Sejalan 
dengan perkembangan teknologi SIG, 
pendekatan berbasis partisipasi masyarakat 
bertambah kemampuannya dengan analisis 
spasial melalui dukungan teknologi SIG. 
Rangkaian aktivitas berbasis komunitas 
menjadi tren menarik dalam berbagai riset, 
kegiatan berbasis masyarakat dan proyek 
pembangunan (Aditya, 2010; Chatty et al., 2003; 
Jankowski & Nyerges, 2003; Keenja et al., 2012; 
Walter & Ye, 2004). Pendekatan partisipatif pada 
intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan 
ide dalam suatu forum yang heterogen. 
Pendekatan partisipatif mengedepankan efisiensi 
dan akomodasi dari aspirasi anggota masyarakat 
sehingga keputusan yang diambil berbiaya 
rendah dan tingkat penerimaannya di masyarakat 
lebih tinggi. Namun di sisi lain ditemukan pula 
keterbatasan pendekatan partisipatif.  
Isu dalam penerapan pendekatan partisipatif  
adalah beragamnya definisi dan semantik sebagai 
dampak pelibatan masyarakat luas. Perbedaan 
nomenklatur dapat menjadi hal yang 
membingungkan antara satu kelompok 
masyarakat dengan kelompok masyarakat yang 
lain. Di sisi lain, aspek semantik objek juga 
mengalami hal yang sama. Sebagai contoh, 
penulisan nama jalan Dokter Wahidin 
Sudirohusodo, di suatu komunitas bisa ditulis atau 
dikenal sebagai jalan Dokter Wahidin, sementara 
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sebagian komunitas lain menuliskan atau 
mengenalnya dengan jalan Wahidin atau jalan 
Wahidin Sudirohusodo untuk obyek jalan yang 
sama. 
Pendaftaran Tanah Partisipatif 
Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran 
tanah pernah dilembagakan dalam wadah 
Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan 
sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 
1995. Lembaga tersebut, disingkat 
Pokmasdartibnah, menjadi wadah masyarakat 
utamanya dalam kegiatan penetapan batas 
bidang tanah dan sosialisasi hak dan kewajiban 
warga negara di bidang pertanahan. Singkat kata, 
partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah 
bukanlah hal yang baru, namun sebuah inisiatif 
yang sudah diterapkan secara berserakan dan 
belum sistematis. Meskipun telah menuju ke jalur 
yang tepat, sejauh ini Pokmasdartibnah belum 
memuaskan hasilnya. 
Sejalan dengan usaha percepatan 
pendaftaran tanah, peluang pelibatan masyarakat 
dalam kegiatan pertanahan juga telah dibuka 
lebar melalui 11 Agenda Kebijakan BPN 
(Kementerian ATR/BPN, 2014). Butir 7 (tujuh) 
agenda tersebut menjelaskan tentang pemberian 
kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan pertanahan umumnya 
dan pendaftaran tanah khususnya. 
Pemanfaatan pendekatan partisipatif 
berguna bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran 
tanah/kadastral (De-Zeeuw & Salzmann, 2011). 
Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas ajudikasi, 
penetapan batas dan pengukuran bidang tanah, 
dan pencatatan daftar tanah. Kegiatan 
pendaftaran tanah berbasis partisipasi melibatkan 
peran masyarakat dalam proses pendaftaran 
tanah (Laarakker et al., 2014). Pendaftaran tanah 
partisipatif (PTP) muncul dari berbagai nama yang 
berbeda, seperti: crowdsourcing, ajudikasi 
berbasis masyarakat, pemetaan masyarakat, 
pemetaan partisipatif, dan lain-lain. 
Guna mendukung terbangunnya peta bidang 
tanah yang baik, diperlukan ketersediaan peta 
batas desa yang baik dan tervalidasi. Pemetaan 
partisipatif dapat menghubungkan komunikasi 
pihak yang berwenang dalam penetapan batas 
administrasi desa (Prabowo & Aditya, 2011). 
Penggunaan peta partisipatif terbukti dapat 
menghasilkan data spasial secara lebih efektif 
dan efisien.  
Menurut Keenja et al., (2012) pendekatan 
partisipatif berguna dalam proses ajudikasi, 
pengukuran bidang tanah, pencatatan riwayat 
tanah dan penetapan batas bidang tanah. 
Penelitian yang dilakukan di Belanda menjelaskan 
mengenai kadaster yang didukung inovasi 
masyarakat (De Zeeuw & Salzmann, 2011). 
Faktor pendorong yang memunculkan gagasan ini 
adalah apa yang dinamakan technological push 
(dukungan teknologi) dan societal pull (kebutuhan 
masyarakat). Dukungan teknologi di antaranya: 
perangkat mobile yang semakin canggih, 
ketersediaan secara luas sinyal GPS, 
ketersediaan citra satelit resolusi tinggi, tehnik 
(Gambar 5). 
Faktor-faktor kebutuhan masyarakat, antara 
lain: permasalahan yang semakin kompleks dan 
memerlukan analisis secepatnya, dimana pun dan 
seakurat mungkin, perubahan kebijakan yang 
mendukung pengembangan teknologi SIG-P, 
kebutuhan data berbiaya rendah dan lain 
sebagainya (De Zeeuw & Salzmann, 2011). 
Berdasar situasi dan kondisi yang berlaku 
terdapat 3 (tiga) jenis PTP yang ditentukan, yaitu: 
(1) Pemerintah memegang peranan kunci dalam 
penetapan klasifikasi dan pencatatan bidang 
tanah. (2) Penetapan klasifikasi dan pencatatan 
bidang tanah didelegasikan kepada komunitas 
lokal. (3) Kelompok pemegang hak atas tanah 
berinisiatif mengumpulkan data kadastral sebagai 
pijakan klaim atas tanah mereka kepada 
pemerintah (Laarakker et al., 2014). 
 
 
Pemetaan Bidang 
Tanah
Technological Push
GPS, Fotogrametri, Remote 
sensing, SIG, Internet, Mobile
Pendekatan alternatif yang lebih efisien 
dalam pemetaan bidang tanah
Societal  Pull
Masyarakat dan pemerintah 
semakin membutuhkan data 
pertanahan yang mudah 
diakses dan handal
 
Gambar 5. Faktor-faktor penarik dan pendukung inovasi.
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Sejalan dengan PTP, filosofi The Continuum 
of Land Rights mengikuti serangkaian proses dari 
penguasaan tanah adat hingga pencatatan hak 
milik. Selanjutnya hak atas tanah informal 
bertransformasi menjadi hak atas tanah formal. 
Hak atas tanah formal akan berlaku bila haknya 
telah didaftarkan sebagai indikasi pengakuan 
legalitas hak atas tanah oleh negara (Du Plessis, 
2014; UN-HABITAT, 2008). 
Pemetaan Partisipatif 
Metode pengumpulan data dalam 
pelaksanaan kegiatan SIP-P adalah dengan cara 
pengumpulan data dan pemetaan partisipatif 
(PP). Menurut definisi International Fund for 
Agricultural Development/ IFAD (2009), PP 
adalah proses pembuatan peta yang berupaya 
menjelaskan asosiasi antara tanah dan komunitas 
lokal dengan menggunakan bahasa kartografi 
yang mudah dipahami dan mudah dikenali untuk 
membantu komunitas lokal dalam memahami 
lingkungan fisik mereka dengan fitur-fitur penting 
yang terkandung berdasarkan ide, konsep dan 
norma lokal memperhatikan prinsip-prinsip 
kartografi. 
Pemetaan Partisipatif merupakan salah satu 
metode dalam proses produksi pengetahuan 
(knowledge production process) yang 
memanfaatkan peta sebagai media yang 
mewadahi interaksi anggota kelompok 
masyarakat dalam mendukung pengambilan 
keputusan yang melibatkan individu dan 
kelompok masyarakat (Aditya, 2010). Metode PP 
memberi peluang kepada kelompok masyarakat 
untuk melakukan eksplorasi, sintesis dan analisis 
data dan informasi terkait keruangan atau 
berkaitan dengan isu lingkungan sekitar mereka 
dan kemudian dituangkan dalam narasi kartografi. 
Ada enam tahapan yang dilakukan untuk 
melakukan pemetaan partisipatif, yaitu: (1) 
Persiapan: pada tahap ini Ketua tim kegiatan dan 
juga pemerintah setempat melakukan sosialisasi 
kegiatan dan memaparkan bagaimana rencana 
kegiatan tersebut; (2) Pelatihan 1 (orientasi dan 
pelatihan): anggota tim melatih tim teknis dan 
surveyor dari perwakilan masyarakat untuk 
melakukan pemetaan; (3) Survei lapangan 1 
(pengumpulan data dan pembuatan peta sketsa): 
tim survei mengunjungi lokasi didampingi 
kelompok masyarakat; (4) Pelatihan 2 (transkripsi 
data menjadi peta): tim studio mengolah data dan 
membuat peta daerah mereka masing-masing; (5) 
Survei lapangan 2 (verifikasi data); (6) Pelatihan 3 
(perbaikan dan melengkapi peta akhir): tim survei 
lapangan menggabungkan hasil pekerjaan 
mereka masing-masing dibantu tim studio menjadi 
peta akhir (Chapin, 2006; Chapin, Lamb, & 
Threlkeld, 2005). 
Kualitas Data Spasial Hasil Kegiatan 
Partisipatif 
Kualitas data memiliki arti penting bagi 
informasi pertanahan terutama dalam hal 
informasi yang berkaitan dengan penguasaan, 
pemilikan, batas bidang tanah dan alamat bidang 
tanah. Kualitas informasi yang akan digunakan 
untuk kepentingan pertanahan (pendaftaran 
tanah) perlu perhatian lebih serius karena 
berkaitan dengan aspek legal mengenai 
kepemilikan bidang tanah. (Williamson et al., 
2012) menyebutkan aspek-aspek yang perlu 
diperhatikan dalam pengelolaan informasi 
pertanahan adalah Accurate, Assured, 
Authoritative (AAA). Kekhawatiran pemegang 
otoritas bidang kadaster mengenai kualitas IGS 
dapat dimaklumi berkenaan dengan 
narasumbernya yang heterogen, yakni dari warga 
masyarakat yang terampil SIG sampai dengan 
yang sama sekali tidak tahu tentang SIG.  
Disparitas kompetensi dalam bidang SIG 
mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal kualitas 
data, berimbas kepada belum banyaknya 
pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam 
berbagai keperluan (Esmaili, Naseri, & Esmaili, 
2013). Pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam 
pengumpulan data SIG yang belum banyak di 
tengah masyarakat tidak bisa terlepas dari 
pengaruh kebiasaan lama dalam memaknai data 
geografis yang erat dikaitan dengan otoritas 
(Flanagin & Metzger, 2008). 
Syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah sebagai pengguna dalam rangka 
mendapat data yang baik adalah sebagai berikut: 
(1) pendefinisikan masalah dan parameter yang 
digunakan secara jelas, (2) penentuan tingkat 
komitmen terhadap hasil, (3) mengenal komunitas 
online dan motivasinya sehingga dapat digunakan 
untuk merancang aplikasi IGS yang sesuai, (4)  
berinvestasi pada perangkat yang berdayaguna 
(usable), menarik (stimulating) dan terstruktur 
dengan baik (well-designed), (5) membuat acuan 
sertifikasi keahlian yang berkaitan dengan 
kebutuhan legal organisasi dan komunitas online 
yang terlibat, (6) transparan mengenai tahapan-
tahapan yang dilalui, (7) kendali tetap di tangan 
validator (pemerintah), (8) kenali pengguna dan 
kontributor yang terlibat, dan (10) evaluasi dan 
nilai proyek yang berlangsung dari berbagai 
aspek (Brabham, 2013).  
Dalam kaitannya dengan bidang pertanahan, 
pemanfaatan Volunteered Geographic Information 
(VGI) atau Informasi Geografis Sukarela IGS 
sebagai salah satu cara pengumpulan data dalam 
SIP-P saat ini perlu mendapatkan peran yang 
lebih besar mengingat sumber-sumber data IGS 
saat ini berkembang sangat pesat melibatkan 
berbagai komunitas di seluruh dunia. Kualitas, 
konsistensi dan kelengkapan data IGS telah 
dievaluasi oleh berbagai kalangan akademik dan 
secara keseluruhan menyimpulkan bahwa sesuai 
dengan berbagai kebutuhan. Perhatian serius 
terhadap isu kualitas, konsistensi dan 
kelengkapan data semestinya tidak membatasi 
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eksploitasi IGS sebagai sumber data yang 
berharga (Haklay, et al., 2014). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Skema Konsepsual yang Diusulkan 
Peta bidang tanah yang lengkap mencakup 
seluruh wilayah Indonesia berguna untuk kegiatan 
pengambilan kebijakan. Efisiensi waktu dan biaya 
dalam proses pemetaan bidang tanah perlu 
dipertimbangkan dengan seksama mengingat 
keterbatasan sumber daya. Seiring dengan 
efisiensi yang hendak dicapai, data spasial 
pertanahan yang dihasilkan perlu juga 
diperhatikan kualitas datanya.  
Sesuai dengan prinsip pengembangan 
sistem informasi yang berkesinambungan 
(SDLC), pembangunan aplikasi menyesuaikan 
dengan sistem yang sudah berjalan (U.S. House 
of Representatives, 1999). Prinsip pengembangan 
sistem model SDLC spiral bisa digunakan dalam 
hal ini karena memiliki keunggulan fleksibilitas 
menghadapi dinamika faktor internal maupun 
faktor eksternal (Boehm, 2000). Sistem informasi 
yang dikembangkan di BPN adalah aplikasi KKP, 
oleh karenanya aplikasi SIP-P yang hendak 
dibangun dan dioperasikan dalam koridor aplikasi 
KKP. 
Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan 
skema konsepsual yang bisa dipertimbangkan 
sebagai bagian untuk mempercepat proses 
pemetaan bidang tanah secara kadastral. Aspek-
aspek yang perlu mendapat perhatian dalam 
penelitian mengenai SIP Partisipatif untuk 
pemetaan bidang tanah, mencakup: sistem 
informasi yang telah ada, pendekatan partisipatif, 
kontrol kualitas dan usulan alur kerja pemetaan 
partisipatif kelengkapan dan kualitas data. 
Infografis usulan skema konsepsual bisa dilihat 
pada Gambar 6. 
Desain Alur Kerja Pemetaan Bidang Tanah 
Partisipatif 
Alur kerja partisipasi masyarakat bisa 
mengadopsi model komunikasi sebagai berikut: 
Publik  Pemerintah  Publik dan Pemerintah  
Publik  Pemerintah, yang memungkinkan untuk 
membentuk sebuah siklus. Alur ini melibatkan 
informasi yang disediakan publik atau pemerintah 
pada awalnya kemudian diperbaharui oleh publik 
atau oleh pemerintah dan digunakan untuk 
pengambilan keputusan (Haklay et al., 2014).  
Tahapan-tahapan kegiatan diawali sosialisasi 
dan inventarisasi data awal pendukung. Tahap 
selanjutnya aparat desa mendampingi 
masyarakat memasang tanda batas bidang 
tanahnya masing-masing(Chapin et al., 2005). 
Tahapan-tahapan melibatkan pihak-pihak sebagai 
berikut: Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Dukuh, 
masyarakat, kelompok masyarakat (pokmas) dan 
fasilitator (Gambar 7).  
Peranan pihak-pihak yang berkepentingan 
dapat diuraikan sebagai berikut. Kantor 
Pertanahan, berlaku sebagai wakil pemerintah, 
menjadi narasumber dalam hal prosedur 
pendaftaran tanah yang berlaku, menyediakan 
formulir-formulir berkenaan aspek legal, dan 
menyediakan tenaga ahli pendamping (petugas 
ukur). Pihak Desa menyediakan tempat dan 
dukungan logistik untuk terselenggaranya 
kegiatan partisipasi masyarakat dengan baik. 
Aparat desa mengkoordinasi anggota masyarakat 
(partisipan) terutama yang berkepentingan dalam 
kegiatan penentuan batas bidang tanahnya 
masing-masing.  
Pihak Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
bertugas memberi informasi tambahan dalam 
kegiatan partisipatif dan memastikan semua 
persyaratan untuk kegiatan pengukuran bidang 
tanah terpenuhi, seperti: kelengkapan dokumen 
penunjang dan pemasangan patok tanda batas 
bidang tanah. Fasilitator bertugas memberikan 
dukungan teknis kepada masyarakat mengenai 
pengisian formulir dan delineasi serta pengisian 
data atribut bidang tanah. Peta kerja analog 
ditunjukkan kepada masyarakat disertai narasi 
mengenai orientasi medan sederhana. 
Masyarakat dibimbing fasilitator serta aparat desa 
melakukan identifikasi dan deliniasi batas bidang 
tanah masing-masing. 
Deliniasi bidang tanah disertai pengisian 
atribut bidang tanah, seperti: nomor induk bidang 
sementara, status tanah, nama pemilik, 
alamat/lokasi bidang tanah dan riwayat tanah 
singkat. Peta kerja berbasis foto udara 
merupakan proxy partisipasi masyarakat dalam 
pemetaan bidang tanah yang paling efektif 
(Aditya, 2010). Peta kerja yang telah dilengkapi 
plot/sketsa bidang tanah dibawa ke lapangan 
untuk dilakukan survei pengukuran.  
Berbekal peta kerja tim survei melakukan 
pengukuran bidang tanah. Kegiatan didampingi 
aparat desa setempat (Kepala Dukuh) dan pemilik 
tanah bersangkutan maupun bersebelahan. 
Bidang tanah diukur sesuai kaidah pengukuran 
secara kadastral dan spesifikasi teknis yang 
berlaku di BPN. Dalam hal ini sebagian tugas 
satgas yuridis dan satgas fisik didelegasikan 
kepada kelompok masyarakat dengan 
pengawaan dan ketelibatan aparat pemerintah. 
Hasil survei pengukuran bidang tanah kemudian 
dihimpun dan digambarkan dalam peta bidang 
tanah. Selanjutnya peta bidang tanah yang telah 
terbarukan diekspos di hadapan warga desa 
dengan harapan mendapat saran dan masukan 
(validasi). 
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Gambar 6. Usulan skema konsepsual. 
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Gambar 7. Alur kerja dan pelaku pemetaan bidang tanah  partisipatif. 
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KESIMPULAN  
Kajian lebih lanjut tentang pemanfaatan SIP-
Partisipatif dalam pemetaan bidang tanah perlu 
dilakukan terutama dalam hal penyusunan 
prosedur, standar produk dan standar proses 
untuk menghasilkan kualitas data yang diinginkan 
dengan konsumsi dana dan waktu yang lebih 
efisien. Kajian tersebut mengikuti skema 
konsepsual yang diusulkan. Hal-hal yang 
terangkum di dalam skema tersebut meliputi: 
sistem informasi yang telah ada, pendekatan 
partisipatif, dan kontrol kualitas. Usulan alur kerja 
pemetaan bidang tanah partisipatif melibatkan 
pelaku-pelaku (aktor) yang memiliki peran yang 
berbeda. Peran yang dicakup antara lain: 
pengumpul data, pengelola data, penganalisis 
data dan pengontrol kualitas. Usulan alur kerja 
pemetaan bidang tanah partisipatif perlu 
diujicobakan dan diamati dalam praktik di 
lapangan. 
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